Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan memajukan

kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disingkat UUD 1945). Dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945,
menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta
berhak memperoleh layanan kesehatan”. Mengingat setiap orang berhak

mendapatkan lingkungan yang baik sesuai dengan amanat UUD 1945, maka

oleh karenanya pemerij k mengelola, mengurus,

dan menjaga serta dakan hukum mengenai
pengelolaan lingkunga untuk kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesj lan diatur dalam Pasal 33

Ayat (3) UUD 1945, i, aigs yagll alam yang terkandung di

=

dalamnya dikuasai ol® kan untuk sebesar besar
kemakmuran rakyat”.

Dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup pemerintah
menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Dalam Pasal
1 angka 1 UUPPLH disebutkan bahwa : “Lingkungan Hidup adalah kesatuan
ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Sementara itu, Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Pasal



1 angka 2 UUPPLH adalah “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH pencemaran adalah “masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen lain dalam suatu
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu
lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Secara yuridis ukuran yang digunakan
untuk menentukan suatu lingkungan itu tercemar adalah Baku Mutu Lingkungan

oka. | JPPT:}

Hidup, berdasarkan Pa; '_

Mutu Lingkungan Hidup

5

yaitu “Ukuran batas ata mergi, atau komponen yang

ada atau harus ada da itenggang keberadaannya

dalam suatu sumber day khngan hidup.” Selanjutnya

dalam Pasal 20 angka § =i
\ .}
Hidup meliputi:

a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
C. baku mutu air laut;
d. baku mutu udara ambien;
e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dan
g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Pemanfaatan lingkungan hidup juga harus berorientasi pada konsep

) “Baku mutu Lingkungan

pembangunan yang berkelanjutan yang merupakan salah satu upaya mengelola
kebutuhan hidup generasi saat ini tanpa mengurangi kebutuhan hidup generasi

selanjutnya dan peluang mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri.



Lingkungan harus tetap dijaga karena merupakan tempat berkembangnya semua
spesies demi keberlangsungan hidup manusia.Kegiatan pembangunan tentunya
berdampak baik terhadap perkembangan dan kemajuan nasional, disamping itu
kegiatan pembangunan dapat mengakibatkan perubahan struktur kehidupan
termasuk didalamnya perubahan tatanan lingkungan. Otto Sumarto didalam
bukunya yang berjudul “Ekologi Lingkungan dan Pembangunan”
mengemukakan bahwa:

“Berbagai aspek yang harus dibangun guna memenuhi standar

kebutuhan man amun demikian perubahan
b~ gémbangunan tidak dapat
kukan akan menyebabkan

Dengan demikian dapat
gan yang terjadi lebih

dihindari, b
dampak ng ,.."'
dikatakan

N.H.T Siahaan @@lam bukunya #e betr “Hukum Lingkungan dan

nbubtsTRddap lingkungan tidak hanya
terkait pada beberapa<s entu saja, tetapi memiliki sebab
akibat yang akan timbul sesuai dengan sifat lingkungan yang
memiliki multi rantai relasi yang saling mempengaruhi. Apabila
aspek dari lingkungan terdapat masalah, maka berbagai aspek lainya
akan mengalami permasalahan”.?

Untuk itu diperlukan pembangunan yang memiliki konsep berkelanjutan
agar hak dari generasi yang akan datang tidak terganggu dan kebutuhan generasi
sekarang tercukupi dengan mengedepankan konsep pembangunan yang

berkelanjutan. Perkembangan pembangunan di Indonesia terkhusus di bidang

1 Otto Sumarto,1994, Ekologi Lingkungan dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta, him.41
2 N.H.T Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta,
him.1



energi menjadikan bidang energi termasuk salah satu pembangunan primer.
Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang dihasilkan dalam serangkaian
proses sehingga menghasilkan energi, energi listrik yang diciptakan melalui
serangkaian proses ini memiliki bahan bakar untuk dapat menghasilkan listrik,
salah satu bahan bakar yang banyak digunakan dalam proses menghasilkan
listrik di Indonesia adalah batu bara.

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028

pemerintah mencanangkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar

69,6 GigaWatt (GW) s atd AW ARSI Peningkatan kapasitas ini
didukung oleh tumbuhrjyia ngkit listrik be Energi Terbarukan (EBT).

Namun demikian, Pe ‘ ' a U rang selanjutnya disingkat

menghasilkan energi listrik masih cuktp banyak di Indonesia.

Proses pembakaran batu bara pada PLTU memiliki serangkaian proses
menghasilkan listrik, batu bara menghasilkan limbah hasil pembakaran yang
dikenal dengan Fly Ash dan Botton Ash (yang selanjutnya disingkat dengan
FABA). Dengan adanya pembangunan ini tentunya berdampak baik terhadap

kelangsungan energi nasional dan juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi

warga sekitar, akan tetapi dibalik dampak positif tersebut juga menimbulkan

3 https://jdih.esdm.go.id diakses 21 februari 2024 pukul 14.00
4 https://databoks.katadata.co.id diakses 21 februari 2024 pukul 13.10



https://databoks.katadata.co.id/

dampak negatif dalam bidang lingkungan akibat aktivitas yang dihasilkan oleh
pembakaran batu bara, maka rangkaian kegiatan tersebut jika tidak dikelola
dengan baik akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan.
Berbagai limbah yang dihasilkan oleh PLTU dapat mencemari dan
merusak lingkungan hidup. Limbah yang dihasilkan oleh PLTU di antaranya
adalah abu terbang, abu dasar, gas buang, air buangan, dan karbon dioksida.
Untuk menghindari hal tersebut, perlu dilaksanakan prinsip pembangunan yang
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Salah satu komponen yang

paling penting agar program tersebut dapat berjalan adalah di diterbitkannya

peraturan perundang-ufiar y sgagai dasar dalam menjaga
aturan tersebut maka hak,

kewajiban dan kewenangan dz : h oleh setiap orang, badan

6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut dengan UU
CIPTAKER) limbah FABA masuk dalam substansi UU CIPTAKER, limbah
FABA sendiri tentu memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah
FABA mengandung logam beracun dalam konsentrasi jauh lebih tinggi jika
dilepaskan ke udara. Mengingat FABA memiliki dampak negatif terhadap
lingkungan maka berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP 101/2014),

FABA termasuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).



Namun, setelah bergantinya peraturan perundang-undangan limbah FABA
berganti statusnya menjadi limbah non-B3.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang
selanjutnya disingkat menjadi PP 22/2021), limbah FABA dalam Lampiran XIV
PP dimaksud termasuk dalam limbah non-B3. Dengan demikian terjadi
perubahan terhadap status FABA yang pada peraturan sebelumnya dikategorikan

pada Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berubah statusnya menjadi bukan

pengelolaan FABA. Pg ) : . A ] 3 emberikan kelonggaran dalam
pengawasan yang dilak
limbah non-B3, sehing@g adanya perubalian atlis ibfscbut juga sejalan dengan
perubahan mekanismej WA AN di in. Pengawasan terhadap
r.y

pengelolaan limbah FA I'J}QJK.-. r"‘f( dilaksanakan dalam rangka
mengontrol kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 98
PP 22/2021 menyebutkan bahwa pengawasan adalah:

“kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh
pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui dan/atau
menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau
persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Kebijakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah FABA yang diatur

dalam PP 22/2021 yang merupakan turunan dari UU Ciptaker yang mengubabh,

menghapus, atau menetapkan peraturan baru tentang beberapa ketentuan dari



UUPPLH. Perubahan ini lebih kompleks mengatur tentang masalah persetujuan
lingkungan yang merupakan prasyarat penerbitan perizinan, sehingga pengelola
limbah B3 tidak lagi memerlukan izin terpisah dari izin usaha dalam aktivitas
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, atau
penimbunan.

Pencabutan FABA dari daftar limbah B3 termuat dalam perubahan tabel
4 lampiran IX PP 22/2021. Fly Ash ( Kode Limbah/KL: B409) dan Bottom Ash
(KL: B410), yang dikategorikan bahaya 2, dalam aturan lama pada kolom

sumber limbah dideskripsikan berasal dari proses pembakaran batu bara pada

= VERSITAS ANDAL]
‘ aga’ Uap it

fasilitas Pembangkit TU),| boiler, dan/atau tungku

industri. Dalam lampir: “proses pembakaran batu
bara pada fasilitas PL BA yang bersumber dari
gdsih dikategorikan sebagai

ailam Lampiran XIV dan

Pengawasan pengelolaan FABA merupakan kewajiban pemerintah, hal ini
sesuai dengan Pasal 65 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah yang berbunyi “Kepala Daerah memiliki tugas memelihara
ketenteraman dan ketertiban masyarakat”. Pasal tersebut bermakna bahwa
pemerintahan daerah memiliki kewajiban dalam menjaga ketentraman
masyarakat, termasuk juga menjaga ketetraman lingkungan hidup masyarakat

daerah. Pengawasan FABA menjadi urusan pemerintah daerah yang bersifat



wajib yang tidak termasuk dalam pelayanan dasar. Kewenangan ini termuat
dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut
dengan UU No. 23/2014) Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam
lampiran tersebut bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau
Kabupaten dan Kota berdasarkan pada Izin tersebut diterbitkan. Hal ini dapat
diartikan bahwa izin usaha yang berdampak pada lingkungan yang diterbitkan
pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengawasi

e NIVERSITAS ANDATS

pengelolaan limbah tersg

Salah satu kawagg rinsi Sumatera Barat yang

memiliki peranan penti hh PLTU Teluk Sirih yang
berada di Kota Padang|jie atan Bungus Teluk Kabung.

gilkan listrik tentunya juga

dan daerah sekitarnya rentan terjadi pencemaran lingkungan, jika pengawasan
lingkungan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur. PLTU Teluk Sirih berdiri
berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin
Lingkungan AMDAL PLTU Teluk Sirih dapat menghasilkan daya sebesar
2X112 Mega Watt (MW). Izin yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kota Padang
menjadi landasan kewenangan Pemerintah Kota Padang dalam mengawasi
pengelolaan FABA PLTU Teluk Sirih. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas

Lingkungan Hidup memiliki peranan yang penting dan bertanggung jawab



terhadap pengawasan pengelolaan limbah FABA PLTU Teluk Sirih, namun jika
dilihat pada manfaat dan dampak yang dihasilkan maka seharusnya pengawasan
terhdap FABA PLTU Teluk Sirih seharusnya diawasi oleh Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat, hal ini sejalan dengan amanat yang diberikan oleh undang-
undang. Merujuk pada Pasal 13 Ayat (3) UU No. 23/2014 menyebutkan

“Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kriteria Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan  Pemerintahan yang penggunanya lintas  Daerah
kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas

d. Urusan PemectintalTaimFRe0A ¥ (i8[ ber dayanya lebih efisien

Berdasarkan pea ¢ _ s Ndapat ldikatakan bahwa urusan
Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barait_ka °na dalaptaky U Teluk Sirih tidak hanya
menjadi pemasok listrik K PRdanotCta a menjadi pemasok listrik
Sumatera Barat. Peran Mﬂmm sangat diperlukan dalam
mengawasi pengelolaan limbah setelah berlakunya PP 22/2021 yang merupakan
aturan yang tidak dapat pisahkan dari UU CIPTAKER terhadap PLTU Teluk
Sirih, karena terdapat kerancuan pihak mana yang wajib mengawasi pengelolaan
limbah FABA, maka oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti pengawasan
pengelolaan limbah FABA di PLTU Teluk Sirih setelah berlakunya UU
CIPTAKER, maka dengan melihat permasalahan diatas Penulis memilih judul
penelitian dengan judul “PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN

LIMBAH FLY ASH DAN BOTTOM ASH PADA PLTU TELUK SIRIH ”



Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan

dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:
1. Bagaimana Pengawasan limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) pada
PLTU Teluk Sirih ?

2. Bagaimana tindak lanjut Pengawasan terhadap pengelolaan limbah Fly Ash dan Bottom

Ash (FABA) pada PLTU Teluk Sirih ?

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini gdatamberasalf ik menjawab rumusan masalah

yang dilakukan. Sesufif dengan . _- . Sala ng telah disebutkan maka
tujuan dari penelitian
Untuk mengetahui pefigawasan |ling , fafi[Bottom Ash (FABA) pada
PLTU Teluk Siril ..
Untuk mengetahui flgawasan terhadap pengelolaan

”
] JBANGE .

limbah Fly Ash dan Bottoni Ast

Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan ada manfaat yang didapatkan yaitu:

Manfaat Teoritis
a. Memperdalam dan memahami ilmu pengetahuan hukum Administrasi
Negara, memperluas cakrawala berpikir serta melatih kemampuan
dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam

bentuk tulisan.



b. Agar dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan
dan menghubungkannya dengan keadaan di lapangan.
Manfaat Praktis
a. Merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum
b. Bagi kalangan akademisi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat
digunakan sebagai dasar penelitian hukum yang lebih lanjut, bagi
mereka yang tertarik dan berkeinginan memperdalam dan mengetahui

peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam

c. Hasil penelit dipergunakan oleh negara

dan diambil saran untuk mengambil

kebijakan yan

Metode Penelitian . .
Dalam penelitig sAtdisan Aae an metode penelitian untuk

membahas masalah yang dirumuskardi atas sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk
mempelajari suatu gejala atau beberapa gejala hukum dengan jalan dan
kemudian menganalisisnya®. Dalam penulisan ini tipe penulisan yang

digunakan bersifat yuridis empiris artinya pendekatan yang digunakan

5 Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, him.6.



dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan mengkorelasikan
bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer
yang didapatkan di lapangan. °

2. Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan sifat penulisan deskriptif, penelitian ini pada
umumnya memiliki tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis,
faktual, dan akurat terhadap suatu keadaan atau populasi daerah tertentu,

mengenai sifat dan faktor-fakter-tertentu.’
HWER TAS ANDALAS

1. Jenis dan Su

a) Data primer
Data primer agl A\.mellalui studi lapangan (field

research)®dila anagar m djyang berhubungan dengan

toleh dengan berbagai cara

i " u.v, awancara akan dilakukan

dalam salah satuhi

permasalahan

dengan responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan,
kemudian akan dilakukan pencatatan hasil pertanyaan wawancara.

b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung, yaitu dari
bahan dokumentasi dan bahan tulis :

1. Bahan Hukum Primer

® 1bid., him.6

" Bambang Sunggona,1996, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, him.35

8 Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him.30



Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.
®Bahan hukum ini didapatkan dari peraturan Perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-
undangan, dan putusan Hakim!® . Bahan Hukum Primer dalam
Penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

_____ BY RSP A ng Nomor 6 Tahun 2023

4 Tentang Pemerintahan

Daerah s pagaimar AR, Ol dang-Undang Nomor 2

Tahun 20 : et S4dhdang-Undang Nomor 23

| / ndang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Cipta Kerja.

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengelola dan Perlindungan Lingkungan

Hidup.

9 Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him.47.
10 1bid., him.47.



5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non-B3

6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2001
Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

7. Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2017

Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Sumatera Barat.

merupakan d3 b fkumentasi tersebut berupa
buku-buku teks yarrg mbicarakan tentang suatu konteks
permasalahan hukum, termasuk, tesis, skripsi, dan disertasi hukum,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar
atas putusan hakim.!!

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan atau

bahan yang menjadi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan

11 |bid., him.28.



sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surat Kabar, dan
sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini ada dua tahapan:
1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan maksudnya adalah data yang
dikumpulkan dilakukan dengan cara membaca bahan bahan
yang ada hukum yang bersangkutan dengan objek yang diteliti.

Kemudian mencatat bagian mana yang dianggap penting untuk

penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil

bertatap muka antara si penanya dan si penjawab.?Wawancara

12 Ibid, him.54



dilaksanakan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dengan
mewawancarai bidang pengawasan lingkungan Bapak Agung
Nugroho Zaini salah satu anggota Bidang Pengendalian,
Pencemaran, dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat dan pada PLTU Teluk Sirih mewawancarai Ibuk
Tania Alfiani Kepala Bidang Lingkungan PLTU Teluk Sirih dan
Bapak Harisman salah satu anggota Bidang Lingkungan PLTU
Teluk Sirih

b. Studi Dokumen

Data I‘Cﬁm‘- gagaivstara editing. Editing adalah

proses meninjau kembali terhadap catatan, berkas-berkas,
informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis untuk mengetahui
apakah data tersebut sudah benar dan sudah cukup untuk
mendukung pemecahan permasalahan yang sudah dirumuskan.

b. Analis Data
Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan,
memanipulasi serta meningkatkan data serta menyingkat kan data

sehingga mudah untuk dipahami dan dibaca oleh pembaca.



Langkah pertama dalam analisa data adalah mengelompokkan data
dengan cara membagi-bagi dan mengkategorikan. Untuk
menganalisa data yang diperoleh secara primer maupun sekunder
penulis akan menggunakan metode kualitatif, analisa kualitatif
adalah suatu data yang akan menghasilkan analisis deskriptif dalam

penelitian.

= TRVERSITAS ANDAIS

 ED A D A
JBANGE




